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ABSTRAK 

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANI 

KEUANGAN (PSAK) 105 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH  

DI PT. BPRS METRO MADANI  

Oleh: 

FIFI LESTARI 

141263710 

Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin meningkat, hal 

tersebut ditandai dengan banyak berdiri lembaga keuangan bank dan non bank 

yang berbasis syariah, salah satunya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 

BPRS memiliki beberapa produk penyalur dana salah satunya produk pembiayaan 

Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dalam suatu 

usaha dimana pihak pemilik dana memberikan modalnya 100% kepada pengelola 

dana dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian 

ditanggung oleh pihak pemilik dana selama kerugian tersebut tidak disebabkan 

oleh kelalaian dari pihak pengolah dana. Untuk mengelola semua modal dan hasil 

usaha tersebut maka diperlukan perlakuan akuntansi agar tercipta system 

informasi yang tersusun dan adanya transparansi keuangan sekaligus memperbaiki 

kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai acuan 

pencatatan akuntansi Mudharabah IAI menetapkan PSAK 105 sebagai pedoman 

dalam pelaporannya yang dimulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian 

serta pengungkapan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research, dimana 

penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian 

dengan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui sumber 

data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data 

wawancara dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh akan diinterpretasikan 

dalam bentuk pemaparan dan analisa sehingga peneliti dapat memberikan 

kesimpulan pada penelitian yang diteliti ini. Adapun analisis data yang digunakan 

adalah kualilatif dengan teknik pengambilan kesimpulan dengan menggunakan 

metode berfikir induktif. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa PT.BPRS Metro Madani dalam 

menerapkan PSAK 105 rata-rata telah sesuai. Namun masih terdapat perlakuan 

akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 105 yaitu pada saat terjadi kerugian, 

maka kerugian financial menjadi tanggungan pengelola dana karena seberapa 

banyak keuntungan dan kerugian yang diperoleh nasabah maka nisbah bagi hasil 

yang diterima PT.BPRS Metro Madani sebesar nominal yang telah disepakati di 

awal akad. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah semakin 

meningkat,  hal tersebut ditandai dengan banyak berdiri lembaga keuangan 

bank dan non bank yang berbasis syariah seperti pasar modal syariah, pasar 

uang syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Lembaga keuangan 

syariah  merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang mengelola 

keuangan yang berasal dari pihak ketiga untuk disalurkan kembali kepihak 

yang membutuhkan modal dana dengan prinsip-prinsip syariah. 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga 

keuangan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariat 

Islam, sudah semestinya menggunakan proses akuntansi yang berdasarkan 

syariah dalam menyusun laporan keuangannya. Pemberlakuan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) harusnya menjadi acuan praktek 

akuntansi bagi lembaga keuangan Islam, baik perbankan maupun non bank. 

Dengan demikian Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai 

lembaga keuangan bank Islam dalam menyusun laporan keuangan mengacu 

pada ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).1 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 adalah suatu 

kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi 

                                                             
1 Mahayu Okta Irlanda, “Analisis Penerapan PSAK No.105 atas pembiayaan mudharabah 

pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta”, 

(Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta). Dalam http://eprints.uny.ac.id diunduh pada 12 April 

2018 

http://eprints.uny.ac.id/


 
 

peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan dan penyajian laporan 

keuangan untuk pembiayaan mudharabah yang disusun oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia. 

Seiring berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)  

selain diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dalam 

bidang syariah juga diperlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai 

dengan syariah. Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh 

kalangan perbankan syariah saat ini adalah standardisasi sistem akuntansi, 

yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus 

memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. 

Sejalan dengan berlakunya ketentuan transparansi bagi perbankan 

syariah, dan dalam upaya mendorong tersusunnya norma-norma keuangan 

syariah yang seragam dan pengembangan produk yang selaras antara aspek 

syariah dan kehati-hatian, pada tahun laporan telah dilakukan pembahasan 

bersama pihak terkait dengan Komite Akuntansi Syariah bersama Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 telah mengeluarkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk transaksi-transaksi kegiatan 

usaha dengan mempergunakan akuntansi berdasarkan kaidah syariah. 

Salah satu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang 

berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, yaitu Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yang mengatur perlakuan terhadap 

pembiayaan mudharabah, meliputi perlakuan terhadap penerapan bagi hasil, 

pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan mudharabah 



 
 

pada bank syariah. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas 

yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana maupun 

pengelola dana. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan 

akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah. 

Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup 

periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 januari 2008. 

Pernyataan ini menggantikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan 

dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.2 

Salah satu produk pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan 

mudharabah. Mudharabah dalam fiqh Islam merupakan salah satu bentuk 

akad  kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pihak pemilik modal 

(sahibul mal) dan pihak yang melakukan usaha atau yang menjalankan modal 

(mudarib) dengan pendapatan keuntungan dibagi dua sesuai persentase atau 

jumlah yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Sementara apabila terjadi 

kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.3 

Pada penelitian ini produk pembiayaan mudharabah yang akan 

diteliti yaitu produk pembiayaan mudharabah yang ada di PT. BPRS Metro 

Madani dengan jumlah nasabah keseluruhan pada tahun terakhir 2017 sampai 

dengan 2018 sebanyak 7458 CIF (Customer Information File). CIF yaitu 

salah satu media dari sistem bank yang mempunyai fungsi untuk mencatat 

                                                             
2 Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan:Akuntansi 

Mudharabah, (Jakarta:Graha Akuntan, 2007), h.12 
3 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 

2016), hal 150 



 
 

dan menyimpan serta mempermudah bank dalam melihat data pribadi, data 

keuangan, dan data lain yang terkait nasabah. 

Berdasarkan hasil survey, wawancara dengan Bapak MA selaku 

Marketing, produk pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Metro Madani 

merupakan produk pembiayaan yang paling sedikit diminati oleh nasabah 

perorangan, dikarenakan produk pembiayaan mudharabah rata-rata hanya 

digunakan oleh lembaga atau nasabah badan hukum dengan jumlah nasabah 

pembiayaan sebanyak 21 lembaga atau nasabah berbadan hukum. Pada PT. 

BPRS Metro Madani persentase nasabah perorangan yang melakukan 

pembiayaan mudharabah yaitu 0% atau tidak ada yang melakukan 

pembiayaan mudharabah.4 

Selain itu berdasarkan wawancara dengan Ibu DC selaku Accounting 

mengatakan bahwa dalam pembuatan laporan keuangan PT.BPRS Metro 

Madani sudah menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 105 akan tetapi belum maksimal, dikarenakan dalam penyusunan 

laporan keuangannya masih terdapat penyusunan yang belum sesuai dengan 

peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105. Seperti pada 

pengakuan akuntansi saat terjadi kerugian, ketika terjadi kerusakan atau 

kehilangan bersifat finansial yang tidak diakibatkan oleh pengelola dana 

dalam hal ini terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerugian dan 

pengelola tidak mentaati atau melanggar syarat yang telah ditentukan di awal 

akad, maka tetap menjadi tanggungan dari pengelola dana. Selain hal tersebut 

                                                             
4 Wawancara dengan AR Marketing PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 11 Juli 2018. 



 
 

pihak bank khususnya bagian Accounting dalam membuat laporan keuangan 

hanya mengandalkan sistem software yang telah ditentukan oleh kantor, 

sehingga memunculkan kemungkinan minimnya pengetahuan karyawan 

tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).5 

Sementara dilihat dari teori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 105 jika terjadi kehilangan dan kerugian tanpa adanya kelalaian atau 

kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut ditanggung bersama dan 

diperhitungkan pada saat bagi hasil. Pada laporan keuangannya ketika terjadi 

kerugian maka dilaporkan sebagai kerugian investasi Mudharabah terhadap 

pendapatan bagi hasil Mudharabah. Sedangkan pada PT.BPRS Metro Madani 

ketika terjadi kerugian baik yang tidak disebabkan oleh pengelola dana pada 

laporan keuangannya tetap diakui sebagai beban pengelola dana. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Pembiayaan Mudharabah di 

PT.BPRS Metro Madani”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan 

penelitian yaitu “Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 105 pada pembiayaan mudharabah di PT BPRS Metro 

Madani?” 

 

                                                             
5 Wawancara dengan DT Accounting PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 11 Juli 2018. 



 
 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada pembiayaan mudharabah di PT 

BPRS Metro Madani”. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis 

1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menambah 

ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan perbankan 

syariah. 

2) Sebagai referensi atau bahan rujukan untuk peneliti yang serupa 

mengenai produk pembiayaan mudharabah dan penerapan 

akuntansinya diperbankan syariah. 

b) Manfaat Praktis 

Selain dilihat dari manfaat secara teoritis, penelitian ini juga 

diharapkan berguna untuk: 

1) Bagi instansi perbankan diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi sarana informasi dan refesensi kepada bank syariah dalam 

melakukan penyusunan laporan akuntansi keuangan atas pembiayaan 

mudharabah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 105. 



 
 

2) Bagi nasabah/mitra diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 

tingkat kepercayaan nasabah kepada PT.BPRS Metro Madani terkait 

transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan memperkuat hasil penelitian dengan penelitian 

yang telah ada dalam tugas akhir, skripsi, dan tesis. Penelitian relevan ini 

bertujuan dalam penyusunan kerangka maupun dalam kegiatan analisis yang 

lain dan pembanding kesimpulan berpikir sebagai peneliti6 

Penelitian relevan (terdahulu) dilakukan oleh Jeni Wardi dan 

Gusmarila Eka Putri dalam jurnal tentang “Analisis Perlakuan Akuntansi 

Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya 

dengan PSAK No. 102, dan PSAK No. 105” dengan hasil penelitian dititik  

beratkan  pada  jenis  pembiayaan  yang  mendominasi  di Bank Muamalat 

Cabang Pekanbaru yaitu pembiayaan murabahah dan mudharabah yang diatur 

dalam PSAK No.102 tentang Akuntansi  Murabahah  dan  PSAK  No.  105 

tentang  Akuntansi  Mudharabah. Dalam praktiknya,   aturan-aturan   yang   

digunakan   dalam   kegiatan   operasional   Bank Muamalat Cabang 

Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai   

dengan   standar   dan   syariah   Islam,   seperti   konsep   pengakuan   aset 

murabahah,  pembagian  keuntungan,  penetapan  margin  murabahah,  

konsep  nisbah bagi  hasil  mudharabah.  Dalam  satu  sisi,  Bank  Muamalat 

Cabang  Pekanbaru  telah sepenuhnya  melaksanakan  aturan-aturan  yang  

                                                             
6 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 15. 



 
 

telah  ditetapkan  oleh  pemerintah terkait dengn operasionalisasi bank 

syariah.7 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Jeni dan Gusmarila yaitu terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti hanya fokus pada PSAK 105 terhadap akad 

mudharabah sedangkan yang penelitian yang dilakukan oleh Jeni dan 

Gusmarila berfokus pada PSAK 102 terhadap akad pembiayaan murabahah 

dan PSAK 105 terhadap pembiayaan mudharabah. 

Sementara penelitian lain oleh Tri Wulandari tentang “Analisis 

Implementasi PSAK No.105 Akuntansi Mudharabah pada Baitul Mal Wat 

Tamwil (BMT) Sidogiri di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang” hasil dari 

penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak 

menerapkan transaksi berdasarkan PSAK 105 tentang perlakuan akuntansi 

mudharabah. Namun ada beberapa poin yang belum diungkapkan antara lain 

yaitu : Dalam penyajian BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sesuai 

dengan PSAK. Dalam PSAK 105 paragraf 29. BMT Sidogiri di Kecamatan 

Pagak hak pihak ketiga diakui sebagai beban bagi hasil. Dalam 

Pengungkapan BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sesuai. Dalam 

PSAK 105 paragraf 39. BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak rincian dana 

syirkah temporer diakui sebagai Kewajiban jangka pendek.8 

                                                             
7 Jeni, Gusmarila, “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, 

Mudharabah, Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102, dan PSAK No. 105”, (Uniersitas 

Lancang Kuning), Pekbis Jurnal, Vol.3, No.1, Maret 2011, h. 447 
8 Tri Wulandari, “Analisis Implementasi Psak No.105 Akuntansi Mudharabah Pada 

Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Sidogiri Di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang”, (Malang: 

Universitas Kanjuruhan), h.10 dalam http://www.neliti.com diunduh pada 12 April 2018 

http://www.neliti.com/


 
 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tri Wulandari terletak pada tempat penelitiannya serta subjek 

penelitiannya bukan bank syariah melainkan lembaga keuangan non bank 

yaitu BMT. 

Serta penelitian lain oleh Linaria tentang “Penerapan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 pada Perlakuan Akuntansi 

Musyarakah di BMT Al-Ihsan Kota Metro”. Hasil dari penelitian dapat 

disimpulkan bahwa BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam menerapkan PSAK 

no.106 belum sepenuhnya sesuai. Karena pada pengakuan dan pengungkapan 

telah sesuai, sedangkan pengukuran dan penyajian kurang sesuai. 

Dikarenakan pada pengukuran hanya menggunakan dana dalam bentuk kas 

saja, tetapi penggunaan dana dalam bentuk non kas tidak efektif dan 

menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaan sehingga lebih banyak risiko 

yang akan ditanggung. Selain pada penyajian pencatatan yang dibuat oleh 

BMT terhadap mitra aktif belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh 

PSAK dikarenakan mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana 

seperti pencatatan pada saat penerimaan dana, pembayaran angsuran, dan 

jumlah bagi hasil.9 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Linaria yaitu terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian dan subjek 

penelitiannya. Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus 

hanya pada PSAK 105 pada Pembiayaan Mudharabah, lokasi penelitian pada 

                                                             
9 Linaria, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 pada 

Perlakuan Akuntansi Musyarakah di BMT Al-Ihsan Kota Metro”, (Metro:IAIN Metro) 



 
 

penelitian ini dilaksanakan di PT.BPRS Metro Madani, sedangkan Fokus 

penelitian yang dilakukan oleh Linaria yaitu berfokus hanya pada PSAK 106 

pada perlakuan akuntansi Musyarakah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 105 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105: akuntansi 

mudharabah merupakan penyempurnaan dari Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 59: akuntansi perbankan syariah 2002 yang mengatur 

mengenai mudharabah. Bentuk penyempurnaan dan penambahan 

pengaturannya adalah sebaga berikut: 

a) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 berlaku 

untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai 

pemilik dana (shohibul maal) maupun pengelola dana mudharaib). 

Namun, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini tidak 

berlak untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad 

mudharabah. 

b) Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan 

memisahkan akuntansi untuk pemilik dana (shohibul maal) dan 

akuntansi untuk pengelola dana (mudharaib). 

c) Mudharabah yang dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) ini terdiri dari mudharabah mutlaqah, 

mudharabah muqayyadah dan mudharabah musytarakah. 

d) Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai 

pemilik dana penyempurnaan dilakukan untuk: 

1) Pengakuan investasi mudharabah pada saat penyaluran dana 

syirkah temporer. 

2) Pengakuan keuntungan/kerugian atas penyerahan aset non kas 

dalam investasi mudharabah. 

e) Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli, 

penyempurnaan dilakukan untuk: 

1) Pengakuan dana syirkah temporer kelolaan. 

2) Pengakuan modal mudharib bersama-sama dengan modal 

pemilik dana (shahibul maal) dalam mudharabah 

musytarakah.10 

                                                             
10 Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2015), h.134 



 
 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 merupakan penyempurnaan dari 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 yang mengatur 

mengenai Mudharabah. Bentuk penyempurnaannya adalah Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 berlaku untuk entitas yang 

melakukan transaksi mudharabah namun tidak berlak untuk obligasi syariah. 

Mudharabah yang dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) ini terdiri dari mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah dan 

mudharabah musytarakah dengan sistematika penulisan disusun dengan 

memisahkan akuntansi untuk pemilik dana dan pengelola dana. Pada 

pengakuan dan pengukuran sebagai pemilik dana penyempurnaan dilakukan 

untuk Pengakuan investasi mudharabah pada saat penyaluran dana syirkah 

temporer dan pengakuan keuntungan/kerugian atas penyerahan aset non kas 

dalam investasi mudharabah. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 

105) terdapat empat komponen, yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, 

serta pengungkapan akuntansi untuk pemilik dan pengelola dana sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 



 
 

1. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Pemilik Dana 

a) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai 

investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan 

aset non kas kepada pengelola dana.11 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dana 

Mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah pada saat 

pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola 

dana. 

Tabel 2.1 Jurnal pengakuan investasi mudharabah. 

Rekening Debet Kredit 

Investasi Mudharabah Xxx  

                  Kas  Xxx 

 

b) Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: 

a. investasi mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah 

pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada 

pengelola dana; 

b. investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar 

nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: 

(1) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, 

maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan 

diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. 

(2) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, 

maka selisihnya diakui sebagai kerugian.12 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 

pengukuran investasi mudharabah diakui sebagai investasi 

mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas 

                                                             
11 Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan:Akuntansi 

Mudharabah, (Jakarta:Graha Akuntan, 2007), h.12 
12 Ibid.,h.12 



 
 

kepada pengelola dana, sedangkan dalam bentuk aset nonkas diukur 

sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. 

Table 2.2 Jurnal pengakuan kerugian  

Rekening Debet Kredit 

Investasi Mudharabah Xxx  

Kerugian Penurunan Nilai Xxx  

            Asset non-kas    

Mudharabah 

 Xxx 

Table 2.3 Jurnal pengakuan keuntungan tangguhan 

 

Rekening Debet Kredit 

Investasi Mudharabah Xxx  

          Laba Penambahan Nilai  Xxx 

          Asset non-kas 

Mudharabah 

 Xxx 

 

c) Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai 

disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau 

kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut 

diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi 

mudharabah.13 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika nilai 

investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai bukan 

disebabkan oleh kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan 

nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo 

investasi mudharabah. 

 

 

                                                             
13 Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3,(Jakarta: Salemba 

Empat, 2014), h. 137. 



 
 

Table 2.4 Jurnal pengakuan kerugian yang mengurangi saldo 

investasi 

Rekening Debet Kredit 

Kerugian Investasi 

Mudharabah 

xxx  

                  Investasi 

Mudharabah 

 Xxx 

 

d) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha 

tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka 

kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.14 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika 

sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha 

bukan disebabkan oleh kesalahan pengelola dana, maka kerugian 

tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. 

Table 2.5 Jurnal kerugian yang diperhitungkan pada saat bagi hasil 

Rekening Debet Kredit 

Kas xxx  

Kerugian investasi Mudharabah xxx  

          Pendapatan Bagi hasil 

Mudharabah 

 Xxx 

 

e) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal 

usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. 

f) Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset kas dan aset 

nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah 

barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha 

mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi 

                                                             
14 Ibid,. h.137 



 
 

jumlah investasi, namun diperhitungan pada saat pembagian bagi 

hasil.15 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa investasi 

mudharabah yang diberikan dalam aset kas dan aset nonkas tersebut 

mengalami penurunan nilai yang dipergunakan dalam kegiatan usaha 

maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, 

namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. 

g) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan 

oleh: 

1) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; 

2) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang 

lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau 

3) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.16 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kelalaian 

atas kesalahan pengelola dana terjadi pada saat persyaratan tidak 

dipenuhi, force majeur, serta hasil keputusan institusi yang 

berwenang. 

h) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo 

dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah 

diakui sebagai piutang.17 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika akad 

Mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo namun 

                                                             
15 Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar., h.5 
16 Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan.,h.136 
17 Ibid.,h.136 



 
 

dana Mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana maka diakui 

sebagai piutang. 

Table 2.6 Jurnal piutang investasi Mudharabah. 

Rekening Debet Kredit 

Piutang Jatuh Tempo Xxx  

           Investasi 

Mudharabah 

 Xxx 

i) Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, 

penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil 

sesusai nisbah yang disepakati.18 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika 

investasi Mudharabah melebihi satu periode pelaporan, maka 

penghasilan usaha diakui ketika terjadi bagi hasil sesusai nisbah 

yang disepakati. 

j) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad 

Mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk 

penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berkahir, 

selisih antara: 

1) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian 

investasi dan 

2) pengembalian investasi atau kerugian19 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kerugian 

yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir 

diakui sebagai kerugian investasi dan dibentuk penyisihan kerugian 

investasi. 

                                                             
18 Ibid.,h.137 
19 Ibid. 



 
 

Table 2.7 Jurnal pengakuan kerugian investasi dan dibentuk 

penyisihan kerugian investasi. 

Rekening Debet Kredit 

Kerugian Investasi 

Mudharabah 

Xxx  

           Penyisihan 

Investasi Mudharabah 

 Xxx 

 

k) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat 

diketahui berdasarkan laporan laba rugi atau realisasi penghasilan 

usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui 

pendapatan dari proyeksi hasil usaha.20 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 

pengakuan penghasilan usaha mudharabah diketahui berdasarkan 

laporan laba rugi. Tidak diperkenankan mengakui sebagai 

pendapatan hasil usaha. 

l) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan 

pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.21 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kerugian 

akibat kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana 

dan tidak mengurangi investasi mudharabah. 

m) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui 

sebagai piutang.22 

                                                             
20 Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar.,h.5 
21 Ibid.,h.6 
22 Ibid. 



 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil 

yang belum dibayar oleh pegelola dana maka diakui sebagai piutang 

usaha. 

2. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Pengelola Dana. 

a) Dana yang diterima oleh pemilik dana dalam akad mudharabah 

diakui sebagai dana syrikah temporer sebesar jumlah kas atau nisbah 

nilai wajar aset non-kas yang diterima23. Pada saat akhir periode 

akuntansi dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. 

Dana syirkah temporer yaitu dana yang diterima sebagai 

investasi dengan jangka waktu tertentu untuk dikelola dan 

diinvestasikan dengan pembagian hasil investasi berdasarkan 

kesepakatan. 

Table 2.8 Jurnal pengakuan dana syirkah temporer. 

Rekening Debet Kredit 

Kas/Asset non kas Xxx  

           Dana Syirkah 

Temporer 

 Xxx 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dana yang 

diterima oleh pemilik dana maka diakui sebagai dana syrikah 

temporer sebesar jumlah kas yang diterima. 

b) Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang 

diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai. Sama 

seperti akuntansi untuk peilik dana. Pengelola dana mengakui 

                                                             
23 Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah.,h.139 



 
 

pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto 

sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. 24 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika 

pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima 

maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Pengelola dana 

mengakui pendapatan dana syirkah temporer secara bruto sebelum 

dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. 

Table 2.9 Jurnal pengakuan pendapatan yang belum dibagikan. 

Rekening Debet Kredit 

Kas/Piutang Xxx  

           Pendapatan yang 

belum dibagikan 

 Xxx 

 

c) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua 

prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada 

paragraf 11.25 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil 

mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi laba 

atau bagi hasil. 

d) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah 

diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui 

sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik 

dana.26 

                                                             
24 Ibid.,h.139 
25 Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar.,h.5 
26 Ibid., h. 6 



 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hak pihak 

ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang belum dibagikan 

kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban bagi hasil. 

Table 2.10 Jurnal pengakuan kewajiban bagi hasil. 

Rekening Debet Kredit 

Beban Bagi Hasil 

Mudharabah 

Xxx  

           Utang Bagi Hasil 

Mudharabah 

 Xxx 

e) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola 

dana diakui sebagai beban pengelola dana.27 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kerugian 

yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana maka 

diakui sebagai beban pengelola dana. 

3. Penyajian 

a) Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan 

keuangan sebesar nilai tercatat. 

b) Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan 

keuangan: 

1) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai 

tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah; 

2) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan 

tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai 

pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.28 

 

Jadi berdasarkan uraian di atas penyajian pembiayaan 

mudharabah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 105 yaitu Bank Syariah sebagai pemilik dana menyajikan 

investasi mudharabah dalam laporan sebesar nilai yang tercatat, 

sedangkan nasabah sebahagi pengolahan dana menyajikan transaksi 

                                                             
27 Ibid., h. 6 
28 Ibid., h. 36 



 
 

mudharabah dalam laporan keuangan dibagi menjadi dua yaitu dana 

syirkah temporer, dan bagi hasil dana syirkah temporer. 

4. Pengungkapan 

a) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi 

mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: 

1) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi 

dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, 

dan lain-lain; 

2) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; 

3) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode 

berjalan; dan 

4) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 101: Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah. 

 

b) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi 

mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: 

a. isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi 

dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, 

dan lain-lain; 

b. rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan 

jenisnya; 

c. penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; 

dan 

d. pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 101: Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah.29 

 

Jadi berdasarkan uraian di atas pengungkapan pembiayaan 

mudharabah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 105 yaitu Bank Syariah sebagai pemilik dana 

mengungkapkan hal-hal terkait transaksi seperti isi kesepakatan, 

rincian jumlah investasi, penyisihan kerugian dan segala hal yang 

diperlukan. Sedangkan nasabah sebagai pengelola dana 

                                                             
29 Ibid., h. 38 



 
 

mengungkapkan hal-hal terkait isi kesepakatan, rincian dana syirkah 

temporer, penyaluran dana, dan segala hal yang diperlukan. 

 

B. Pembiayaan Mudharabah 

1. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata dharb berarti 

memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih 

tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam 

menjalankan usaha.30 

Mudharabah secara terminologi berarti sejumlah uang yang 

diberikan kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat 

keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (sahibul 

mal) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (mudarib) dengan 

persentase atau jumlah sesuai dengan yang diepakati. Sementara apabila 

terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.31 

Sedangkan menurut Sri Nurhayati-Wasilah, mendefinisikan 

mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua belah pihak 

dimana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan 

seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) 

bertindak selaku pengelola dana , dan keuntungan dibagi diantara mereka 

sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh 

pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang 

                                                             
30 Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah: Konsepdan Aplikasi PSAK Syaria, 

(Yogyakarta: P3EI Press, 2010), h. 243  
31 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 
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kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengola dana, apabila 

kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka 

kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.32 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa 

mudharabah yaitu akad kerja sama antara dua pihak dalam suatu usaha 

dimana pihak pemilik dana memberikan modalnya 100% kepada 

pengelola dana dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama 

dan kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana selama kerugian 

tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengolah dana. 

2. Landasan Hukum 

Akad mudharabah dibenarkan islam, karena tujuannya untuk 

membantu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan uang. 

Mudharabah mempunyai landasan hukum dari Al-Qur’an, Al-sunnah, 

ijma’ dan qiyas. 

a. Al-Qur’an Al-Jumu’ah:1033 

                           

                       

       

Artinya:  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 
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kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. 

 

 

b. Al-Sunnah HR. Ibnu Majah dari Shuhaib 

ة ُ :      أنََّ ا لنَّبيِِّ صَلَّى الله عَليَْهِ وَالَِهِ وَسَلَّمَ قالََ :ثلَاثََ فِيْهِنَّ الْبرََكَ 

قارََضَة ُ وَخَلْط ُ الْب ُرَ  عِيْرِ للِْبيَْتِ لالَِلْ البيَْع ُ إلِىَ أجََلٍ وَالْم ُ بيَْعِ            باِلشَّ

        )رواه ابن ماجه عن صهيب(

Artinya: 

"Nabi  bersabda,  Ada  tiga  hal  yang  mengandung 

berkah:  jual beli  tidak  secara  tunai,  muqaradhah  

(mudharabah),  dan mencampur  gandum  dengan  jewawut  

untuk  keperluan  rumah tangga, bukan untuk dijual”.(HR. 

Ibnu Majah dari Shuhaib)34 

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dijelaskan bahwa 

mudharabah adalah bentuk akad kerja sama antara dua pihak (pihak 

pemilik dana dan pihak pengola dana) dimana pihak pemilik dana 

memberikan amanat berupa modal usaha 100% kepada yang berhak 

menerimanya yaitu pengelola dana, dan apabila menetapkan hukum bagi 

hasil diantara mereka supaya menetapkan dengan adil. Sementara dalam 

hadis secara tegas menyebutkan akad mudharabah dan nabi mendukung 

adanya usaha perdagangan atau jual beli juga menyerahkan pengelolaan 

modal kepada orang lain. 

c. Ijma’ 

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 

orang mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak 
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ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang 

sebagai ijma’.35 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sahabat 

menyerahkan harta anak yatim kepada mudharib (pengelola dana) untuk 

dikelola tanpa ada yang meningkari salah satu pihak dengan akad 

mudharabah. 

3. Rukun dan Syarat Mudharabah 

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad 

mudharabah yaitu: 

a) Adanya dua pihak transaktor/pelaku 

Kedua pihak transaktor di sini adalah shohibul maal dan 

mudharib.36 kedua pihak tersebut harus mampu membedakan yang 

baik dan yang buruk (baligh) dan tidak dalam keadaan tercekal seperti 

pailit. Dilakukan sesama muslim. Pemilik dana tidak boleh ikut 

campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi. 

b) Adanya objek mudharabah 

Objek mudharabah meliputi modal (maal) dan usaha/kerja.37 

Syarat modal harus diserahkan dapat berupa uang atau asset lainya, 

harus jelas jumlah dan jenisnya, harus tunai, harus diketahui dengan 

jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. 

Sedangkan syarat kerja adalah hak pengelola dana, harus menjalankan 
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usaha sesuai syariah, pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan 

yang ada dalam kontrak. 

c) Sighot atau Ijab dan Kabul 

Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam 

mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (an-

taraddin minkum).38 Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara 

rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. 

d) Nisbah Keuntungan 

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian 

keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua 

pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. 

Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, 

dan shahibul maal tidak boleh meminta pembagian keuntungan 

dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan 

riba.39 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa nisbah 

adalah besaran yang digunakan umtuk menentukan pembagian 

keuntungan yang akan diterima oleh kedua pihak yang berakad. 

Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan dan tidak boleh 

meminta keuntungan dengan menyatakan nilai nominal yang dapat 

menimbulkan adanya riba. 

 

                                                             
38 Ibid. 
39 Ibid. 



 
 

4. Jenis-jenis Mudharabah 

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. 

a) Mudharabah Muthlaqah 

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara 

penyedia modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) 

yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis 

usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.40 

Kontrak mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah 

digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan.41 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 

mudharabah muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antara dua 

pihak atau lebih yang cakupan usahanya tidak dibatasi oleh penyedia 

modal usaha. Seperti jenis usaha, waktu, dan daerah distribusinya. 

b) Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah 

restricted mudharabah atau specified mudharabah adalah kebalikan 

dari mudharabah muthlaqah, yaitu mudharib dibatasi dengan 

batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya 
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pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum 

shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usahanya.42 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa 

mudharabah muqayyadah merupakan bentuk kerja sama antara dua 

pihak atau lebih yang cakupan usahanya dibatasi dalam hal jenis 

usaha, waktu dan tempat usahanya oleh penyedia modal usaha. 

5. Aplikasi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah 

Aplikasi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah yaitu 

sebuah aplikasi yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah yang 

sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, adapun penjelasan tentang 

aplikasi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah sebagai berikut: 

a) Pengertian (dalam Konteks Pembiayaan) 

Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah 

yang telah disepakati dan pada ahir periode kerja sama nasabah 

harus mengembalikan semua modal usaha dengan lembaga 

keuangan. Dalam hal terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggunga 

jawab lembaga keuangan, kecuali bila terjadi kerugian diakibatkan 

oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, 

lembaga keuangan harus memahami karakteristik risiko usaha dan 

kerjasama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah.43 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 

pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan yang diberikan kepada 
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pengelola dana dengan keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah 

yang telah disepakati, dalam hal terjadi kerugian selama kerugian 

tidak disebabkan oleh pengelola dana maka kerugian menjadi 

tanggung jawab pemilik dana atau lembaga keuangan. 

b) Aplikasi (dalam Konteks Pembiayaan) 

1) Pembiayaan modal kerja: modal bagi perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri, perdagangan, dan jasa. 

2) Pembiayaan investasi: untuk pengadaan barang-barang modal, 

aktiva tetap dan sebagainya. 

3) Pembiayaan investasi khusus: bank bertindak dan memposisikan 

diri sebagai arranger yang mempertemukan kepentingan 

pemilik dana, seperti yayasan dan lembaga keuangan non bank, 

dengan pengusaha yang memerlukan.44 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa aplikasi 

mudharabah dalam lembaga keuangan syariah dalam konteks 

pembiayaan modal kerja yakni memberikan modal bagi perusahaan 

industri, perdagangan dan jasa. Sedangkan dalam konteks 

pembiayaan investasi yakni untuk pengadaan barang-barang dagang 

dan dalam konteks pembiayaan investasi khusus bank memposisikan 

diri sebagai arranger yang mempertemukan kepentingan pemilik 

dana. 

c) Cara Menentukan Nisbah 

Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis 

pembiayaan mudharabah yang dipilih, yaitu: 

1) Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah muthlaqah 

Nisbah dibuat berdasarkan metode expected profit 

rate (ERP). ERP diperoleh berdasarkan tingkat keuntungan 

                                                             
44 Ibid.,h.163 



 
 

rata-rata pada industri sejenis, pertumbuhan ekonomi, 

dihitung dari nilai requered profit rate (RPR) yang berlaku 

di bank yang bersangkutan. 

2) Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah muqayyadah 

Nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding 

dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain pada 

kontrak pembiayaan mudharabah muqayyadan pihak dana 

menambah syarat lain diluar syarat kebiasaan 

mudharabah.45 

 

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 

nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah muqayyadah ditentukan 

oleh kedua belah pihak yang telah disepakati bersama pada saat 

akad. Namun pihak pemilik dana dapat menambah syarat lain diluar 

syarat yang telah desepakati dalam kontrak. 

Gambar 2.1: Skema Mudharabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Bank syariah sebagai shahibul maal bersama dengan nasabah sebagai 

Mudarib bersama-sama melakukan negosiasi dan menyepakati akad 

pembiayaan Mudharabah. 

2. Setelah akad pembiayaan Mudharabah disepakati selanjutnya 

pelaksanaan proyek usaha dilaksanakan, sesuai akad Mudharabah 
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proyek tersebut dikelola oleh nasabah sebagai pengelola dana 

(Mudharib). 

3. Setelah proyek usaha dilaksanakan maka proyek tersebut akan 

menghasilkan laba atau rugi. Jika menghasilkan laba/keuntungan 

maka dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, akan tetapi jika 

proyek tersebut mengalami kerugian tanpa disebabkan oleh pengelola 

dana maka kerugian tersebut akan ditanggug oleh pemilik dana. 

4. Jika mengalami keuntungan pemilik dana akan menerima porsi laba 

atau nisbah bagi hasil beserta kembalian modal usaha. 

5. Jika mengalami keuntungan pengelola dana akan menerima porsi 

laba saja.46 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan 

(Field Research) atau penelitian kasus, hal tersebut dapat dilihat dari segi 

lokasi penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian lapangan yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian.47 

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Metro Madani, yang 

beralamat di JL.Diponegoro No.5 kec. Imopuro, Kota Metro Lampung. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif 

adalah laporan evaluasi yang berdasarkan metode kualitatif akan 

mencakup sejumlah besar deskripsi murni tentang pengalaman orang. 

Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif untuk menyajikan gambar yang 

menyeluruh tentang apa yang telah terjadi dalam  kegiatan atau peristiwa 

yang dilaporkan.48 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena merupakan penelitian 

yang bertujuan untuk memberi gambaran, memecahkan masalah 
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berdasarkan hasil pengamatan objek alamiah dan sesuai fakta dalam 

keadaan tertentu, yaitu tentang analisis penerapan pernyataan standar 

akuntansi keuangan (PSAK) 105 pada pembiayaan mudharabah dalam 

perspektif akutansi syariah. 

B. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.49 Sumber data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan.50  Baik dari indivudu atau perseorangan seperti hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti.51 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial 

yang diteliti.52 
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Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kabag 

Operasional dan Support Accounting dan Pelaporan di PT.BPRS Metro 

Madani KP.Metro. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.53 

Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-

keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.54  

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku 

seperti Sarip Muslim (Akuntansi Keuangan Syariah), Sri Nurhayati-

Wasilah (Akuntansi Syariah di Indonesia), serta sumber buku lainnya yang 

terkait dengan judul peneliti. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data sebagi berikut: 

1. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

yang telah berlalu, baik tulisan maupun gambar. Teknik dokumentasi ini 

mengharuskan seorang peneliti untuk mempelajari catatan-catatan 

mengenai data responden.55 

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengumpulkan data berupa laporan keuangan pembiayaan Mudharabah 
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dan profil BPRS Metro Madani. Selain dokumentasi utama tersebut juga 

dikumpulkan literature tentang teori PSAK 105 pada pembiayaan 

Mudharabah.  

2. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data yang lain. pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung 

berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak 

langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada 

kesempatan lain.56 wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak 

terstruktur maupun semi terstruktur.57 

a. Wawancara terstruktur yaitu apabila wawancara sudah 

mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu. 

b. Wawancara tidak terstruktur yaitu apabila prakarsa memilih topik 

bahasan diambil oleh orang yang diwawancarai. 

c. Wawancara semi terstruktur yaitu bentuk wawancara yang sudah 

dipersiapkan, akan tetapi memberika keleluasan kepada responden 

untuk menerangkan agar panjang mungkin tidak langsung ke fokus 

bahasan/pertanyaan. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang bagaimana penerapan PSAK 105 pada pembiayaan 
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Mudharabah dari Kabag Operasional serta Support Accounting  dan 

Pelaporan di PT.BPRS Metro Madani KP.Metro. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta 

memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.58 Teknik analisis data 

merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang 

relevan untuk digunakan dalam penelitian.59 Teknik analisa data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.60 

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data 

penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian 

kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif 

yaitu secara khusus ke umum. Dalam menganalisis data peneliti 

menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian baik 

melalui wawancara maupun dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis 

dan ditarik kesimpulan untuk mengetahui informasi mengenai penerapan 

pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 105 pada pembiayaan 

mudharabah di PT.BPRS Metro Madani. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil PT.BPRS Metro Madani 

1. Sejarah Berdirinya PT.BPRS Metro Madani 

Bank Pembiayaaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro 

Madani) merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan 

prinsip syariah Islam dalam kegiatan oprasionalnya. Dasar hukum 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir 

Undang-undang 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

BPRS Metro Madani mulai beroprasional tanggal 20 September 

2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, 

SH di Bandar Lampung No. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disyahkan 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) nomor C-16872 

HT.01.01.TH.005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank 

Indonesianomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005. 

BPRS Metro Madani Saat ini memiliki 4 (empat) kantor cabang 

dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas. 

a. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008. 

Jalan Lintas Timur Unit II desa Namjar Agung, Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. 



 
 

b. Cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah 

sejak 01 November 2009. Di jalan Jendral Sudirman pasar Kalirejo 

Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. 

c. Cabang ketiga Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 2 Juli 2012. 

Di jalan Sudirman Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Provinsi Lampung. 

d. Cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 

Agustus 2013. Serta memiliki kantor kas yaitu Kantor Layanan Kas 

di RSU Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012. Kantor 

layanan kas adalah kegiatan penghimpun dana atau pemberi jasa 

perbankan lainnya berdasarkan prisip-prinsip syariah, tidak termasuk 

penyaluran dana yang dilakukan bank umum syariah.61 

2. Produk-produk PT.BPRS Metro Madani 

BPRS Metro Madani saat ini telah melayani lebih dari 11.500 

nasabah penyimpan dana dan lebih dari 2.000 nasabah Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) yang telah menggunakan layanan pembiayaan 

dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani. Sebagai 

lembaga yang berfungsi menjadi intermediasi antara masyarakat yang 

memiliki kelebihan dana (shahibul maal) dengan masyarakat yang 

membtuhkan dana (mudharib), dalam menjalankan oprasional perbankan 

syariah, produk-produk BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut: 
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a. Pendanaan 

Produk penghimpun dana terdiri dari: 

1) Tabungan dengan prinsip Wadiah (titipan) : Tabungan Syariah 

Metro Madani (TSMM), yaitu tabungan yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat kapan saja nasabah membutuhkan. 

2) Tabungan dengan prinsip Mudharabah, yaitu tabungan yang 

penarikannya sesuai dengan tujuannya antara lain Tabungan 

Haji iB, Tabungan Qurban iB, Tabungan Pendidikan iB, 

Tabungan Walimah iB. 

3) Deposito Investasi dengan prinsip Mudharabah, yaitu simpanan 

yang ditujukan untuk berinvestasi dalam jangka waktu tertentu 

dan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. 

Jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. 

b. Pembiayaan 

Produk pembiayaan BPRS Metro Madani atas dasar akad Syariah 

antara lain : 

1) Jual beli : Murabahah, Salam dan Istishna. 

2) Syirkah dengan bagi hasil : Mudharabah dan Musyarakah. 

3) Sewa menyewa : Ijarah, Ijarah muntahiyah bittamlik. 

4) Pinjam meminjam : Qard / Qardhul Hasan. 

5) Jasa pelayanan : Ijarah Multijasa, Kerjasama Talangan Haji atau 

Umroh. 

6) Gadai Emas Syariah : Rahn. 



 
 

7) Pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan 

Guru.62 

3. Struktur Organisasi PT.BPRS Metro Madani Kantor Pusat 

Setiap badan usaha dalam melaksanakan kegiatan, salah satu hal 

yang perlu diperhatikan yaitu adanya struktur organisasi yang baik dan 

tersusun rapi guna kelancaran tugas operasional badan usaha tersebut.63 
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B. Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 105 

pada pembiayaan mudharabah di PT.BPRS Metro Madani 

 

Dalam implementasi pembiayaan mudharabah PT.BPRS Metro 

Madani memposisikan diri sebagai pemilik dana (shohibul maal) untuk 

memenuhi kebutuhan modal nasabah, sedangkan hasil keuntungan akan 

dibagi dengan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.64 

Pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Metro Madani merupakan 

produk pembiayaan yang paling sedikit diminati oleh nasabah perorangan, 

dikarenakan produk pembiayaan mudharabah rata-rata digunakan oleh 

lembaga atau nasabah badan hukum seperti BMT dengan jumlah nasabah 

pembiayaan sebanyak 21 lembaga atau nasabah berbadan hukum.65 

Dalam pembiayaan mudharabah PT.BPRS Metro Madani dalam 

melakukan pencatatan akuntansi pembiayaan mudharabah menggunakan 

acuan pencatatan PSAK  105. PT.BPRS Metro Madani pada saat memberikan  

pembiayaan mudharabah mengharuskan adanya jaminan dari nasabah untuk 

menjaga agar anggota tetap aman terhadap pembiayaan yang diberikan, 

dalam pemberian pembiayaan mudharabah PT.BPRS Metro Madani 

memberikan pembiayaan dalam bentuk asset kas. Jenis pembiayaan yang 

diberikan PT.BPRS Metro Madani yaitu jenis pembiayaan mudharabah 

muthlaqah dan pembiayaan mudharabah muqayyadah.66 
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Adapun mekanisme pembiayaan mudharabah yang dijelaskan oleh 

MA selaku Marketing dan DP selaku Kabag Operasional PT.BPRS Metro 

Madani dalam wawancara pada saat survey yaitu anggota atau nasabah yang 

menginginkan pembiayaan mudharabah harus mengajukan permohonan atau 

proposal pembiayaan, melakuan registrasi, mengisi sistem informasi data 

nasabah (SID),  survey, dan analisa kelayakan nasabah, apabila nasabah 

tersebut tidak layak maka pengajuan pembiayaan ditolak, sebaliknya apabila 

nasabah tersebut layak maka nasabah wajib melengkapi syarat-syarat 

pembiayaan agar pembiayaan dapat diberikan kepada nasabah.67 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah pembiayaan 

lembaga (badan hukum) yaitu pengajuan permohonan/proposal pembiayaan, 

foto copy anggaran dasar dan perubahan terakhir, foto copy KTP pengurus 

yang masih berlaku, foto copy surat izin usaha (SIUP), foto copy surat izin 

tempat usaha (SITU), foto copy tanda daftar perusahaan (TDP), foto copy 

NPWP, foto copy rekening Koran atau tabungan selama 3 bulan terakhir, foto 

copy surat-surat jaminan, laporan keuangan 2 tahun dan laporan keuangan 

periode berjalan, jumlah dan rencana penggunaan dana, denah lokasi usaha 

dan jaminan, serta foto jaminan dan lokasi usaha.68 

Cara penjurnalan akuntansi pada pembiayaan Mudharabah di PT. 

BPRS Metro Madani yang berdasarkan komponen Pernyataan Standar 
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Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 meliputi pengakuan dan pengukuran, 

penyajian, serta pengungkapan. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Pengakuan dan pengukuran 

Contoh kasus perhitungan bagi hasil pada PT. BPRS Metro 

Madani. BMT X memerlukan modal kerja, kemudian BMT X bermaksud 

untuk mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah kepada PT. 

BPRS Metro Madani sebesar Rp 60.000.000,- dalam jangka waktu 12 

bulan. Diperkirakan keuntungan yang akan didapat BMT X sebesar Rp 

15.000.000,- nisbah yang disepakati antara PT. BPRS Metro Madani 

dengan BMT X adalah 8,33% : 91,67%. Bagi hasil untuk PT. BPRS 

Metro Madani 8,33% dan bagi hasil untuk BMT X 91,67%69 

Dana mudharabah yang disalurkan oleh PT. BPRS Metro 

Madani kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah 

pada saat pembayaran kas. Atas pengajuan pembiayaan mudharabah 

yang dilakukan oleh BMT X telah direalisasikan oleh PT. BPRS Metro 

Madani. Dengan demikian PT. BPRS Metro Madani akan melakukan 

pencatatan sebesar jumlah uang yang dicairkan yaitu:70 

Tabel 4.1 Jurnal transaksi pembiayaan Mudharabah 

Rekening Debet Kredit 

Pembiayaan Mudharabah 60.000.000  

                  Kas BMT X  60.000.000 
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Berdasarkan transaksi diatas, pihak PT. BPRS Metro Madani 

mengakui dana mudharabah yang diberikan kepada BMT X sebagai 

investasi mudharabah pada saat penyerahan asset kas sehingga 

mengakibatkan bertambahnya pembiayaan mudharabah sebesar Rp 

60.000.000,- serta bertambahnya rekening BMT X di kredit sebesar Rp 

60.000.000,-. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 

paragraf 12: “Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana 

diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau 

penyerahan aset non kas kepada pengelola dana”.71 

Pada transaksi di atas sudah sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 karena pihak PT. BPRS Metro Madani 

mengakui dana mudharabah yang dibayarkan sebagai investasi 

mudharabah sebagaimana terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 105 paragraf 12. 

Setelah BMT X melakukan negoisasi dengan PT. BPRS Metro 

Madani dan kedua belah pihak saling sepakat. Maka dilakukan akad 

mudharabah. akad mudharabah yang ditanggung BMT X berupa biaya 

administrasi, biaya notaries, biaya asuransi, biaya materai. Terjadi 

pencatatan jurnal:72 
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Tabel 4.2 Jurnal transaksi biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah. 

Rekening Debet Kredit 

Kas BMT X 444.000  

                  Biaya admin  20.000 

                  Biaya notaries  150.000 

                  Biaya asuransi  250.000 

                  Biaya materai  24.000 

 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 

paragraf 16: “Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana 

atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana”.73 

Pada transaksi diatas perlakuan transaksi yang dilakukan oleh 

PT. BPRS Metro Madani mulai berjalan ketika pihak PT. BPRS Metro 

Madani mencairkan dana pembiayaan mudharabah ke rekening BMT X 

dengan dipotong biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BMT X. maka 

transaksi ini sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 105 paragraf 16. 

Berdasarkan jumlah pembiayaan yang diminta BMT X kepada 

PT. BPRS Metro Madani, maka rencana penerimaan usaha besarnya Rp. 

2.000.000,- per bulan dengan expextasi rate PT. BPRS Metro Madani 

30%.74 30% x 60.000.000 = 18.000.000.- per bulan. Bagi hasil untuk PT. 

BPRS Metro Madani 8,33% dan untuk BMT X 91,67%. Perhitungan 

terhadap keuntungan tersebut adalah sebagai berikut: 
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1) 8,33% x Rp 2.000.000 = Rp 166.600 keuntungan PT. BPRS Metro 

Madani. 

2) 91,67%  x Rp 2.000.000 = Rp 1.833.400 keuntungan BMT X. 

Pengakuan laba mudharabah dari BMT X maka diketahui 

keuntungan yang diberikan kepada PT. BPRS Metro Madani dari akad 

sebesar Rp. 166.600,- (bagi hasil) untuk bulan pertama hingga 

berakhirnya akad BMT X  membayar bagi hasil mudharabah ke PT. 

BPRS Metro Madani sebesar Rp 166.600,- dan pembayaran pokok 

sebesar Rp 5.000.000,- . pencatatan yang dilakukan oleh PT. BPRS 

Metro Madani terkait laba bagi hasil yaitu:75 

Table 4.3 Jurnal transaksi perhitungan pendapatan bagi hasil. 

Rekening Debet Kredit 

Kas BMT X 5.166.600  

                  Pembiayaan 

mudharabah 

 5.000.000 

                  Pendapatan bagi hasil  166.600 

 

Tabel 4.4 Jurnal transaksi pembayaran angsuran pokok per bulan. 

Tgl/bln/thn Pencairan dan 

Sisa hutang 

Pencairan 

Pokok Bagi hasil 

01/08/2017 60.000.000 5.000.000 166.600 

01/09/2017 55.000.000 5.000.000 166.600 

01/10/2017 50.000.000 5.000.000 166.600 

01/11/2017 45.000.000 5.000.000 166.600 
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01/12/2017 40.000.000 5.000.000 166.600 

01/01/2018 35.000.000 5.000.000 166.600 

01/02/2018 30.000.000 5.000.000 166.600 

01/03/2018 25.000.000 5.000.000 166.600 

01/04/2018 20.000.000 5.000.000 166.600 

01/05/2018 15.000.000 5.000.000 166.600 

01/06/2018 10.000.000 5.000.000 166.600 

01/07/2018 5.000.000 5.000.000 166.600 

01/08/2018 0 5.000.000 166.600 

 

Pada transaksi di atas BMT X membayar angsuran pembiayaan 

mudharabah sebesar Rp 5.000.000,- dan juga membayar bagi hasil 

kepada PT. BPRS Metro Madani sebesar Rp 166.600,-.  

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 

paragraf 9: “ pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara 

bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad 

mudharabah diakhiri”.76 

Dalam hal ini PT. BPRS Metro Madani menetapkan ketentuan 

kepada nasabah untuk pembayaran angsuran mudharabah dilakukan 

bersamaan dengan pembayaran bagi hasil. maka transaksi ini sudah 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 

paragraf 9. 
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Berdasarkan kasus di atas dapat dihitung besarnya pendapatan 

bagi hasil yang diberikan kepada BMT X akibat dari akad mudharabah. 

Dalam hal pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap bulan 

bersamaan dengan pembayaran pokok atau secara total pada saat akad 

mudharabah diakhiri. Jika nasabah terlambat membayar bagi hasil atau 

angsuran pokok PT. BPRS Metro Madani tidak menerapkan denda 

kepada nasabah, namun PT. BPRS Metro Madani akan menggolongkan 

nasabah yang terlambat membayar bagi hasil dan angsuran pokok 

kedalam kolektabilitas tidak lancar, kolektabilitas diragukan, dan 

kolektabilitas macet hingga berahir dengan penjualan barang jaminan 

untuk pelunasan pembiayaan mudharabah. Apabila dilakukan pelunasan 

oleh BMT X sebelum jatuh tempo maka diberlakukan potongan untuk 

besaran bagi hasil atau diskon bagi hasil. Penerapan potongan biasanya 

ditentukan oleh direksi diantara kisaran 0-90%.77 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 

paragraf 10: “Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan 

keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan 

pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil 

usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana 
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mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi 

tanggungan pemilik dana”.78 

Berdasarkan hasil wawancara PT. BPRS Metro Madani 

mengakui pendapatan nisbah yang disepakati yaitu sesuai yang telah 

ditentukan di awal akad menggunakan penentuan flat rate atau penentuan 

nominal pasti di awal akad. Jika dari pengelola dana mengalami 

kerugian, maka kerugian financial menjadi tanggungan pengelola dana 

karena seberapa banyak keuntungan dan kerugian yang diperoleh 

nasabah maka nisbah bagi hasil yang diterima PT.BPRS Metro Madani 

sebesar nominal yang telah disepakati di awal akad.79 Dari pencatatan 

transaksi pembayaran bagi hasil yang dilakukan oleh PT. BPRS Metro 

Madani belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 105 paragraf 10. 

Contoh kasusnya ketika usaha yang dilaksanakan mengalami 

kerusakan akibat bencana alam yang mengakibatkan terjadinya kerugian 

maka kerugian tersebut akan menjadi tanggung jawab pengelola dana dan 

pada laporan keuangannya tetap diakui sebagai beban pengelola dana. 

PT. BPRS Metro Madani melakukan pencatatan pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan menggunakan acuan 

pencatatan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada 
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pembiayaan mudharabah. Setiap 6 bulan PT. BPRS Metro Madani 

dilakukan pengawasan pengauditan oleh OJK, ketika pencatatannya tidak 

sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 105 maka PT. BPRS Metro Madani akan diminta untuk 

memperbaikinya terlebih dahulu, apabila tidak diperbaiki maka akan 

mendapatkan sanksi administratif dari OJK. Sanksi administratif yang 

diberikan kepada pihak jasa keuangan apabila melakukan pencatatan 

pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan ketentuan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 berupa sanksi teguran tertulis 

atau peringatan tertulis.80 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 

paragraf 13: “investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar 

jumlah yang dibayarkan”. 81 

Berdasarkan dari hasil wawancara di PT. BPRS Metro Madani 

dijelaskan bahwa pengukuran pembiayaan mudharabah diukur sebesar 

jumlah nilai yang disalurkan. Maka dapat dipahami PT. BPRS Metro 

Madani melakukan perlakuan akuntansi telah sesuai dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 13. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 

paragraf 14: “Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha 
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dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian 

atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan tersebut diakui 

sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah”.82 

Dalam hal ini PT.BPRS Metro Madani menerapkan ketentuan 

kepada nasabah jika nilai pembiayaan mudharabah turun sebelum usaha 

dimulai disebabkan hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau 

kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui 

sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudhrabah. Disertai 

dengan pembentukan cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiv 

Produktif).83 Dilihat dari pengakuan atas penurunan investasi 

mudharabah sebelum usaha di PT.BPRS Metro Madani sudah sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). 

2. Penyajian 

Ketentuan penyajian investasi mudharabah dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Paragraph 36 adalah 

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporam 

keuangan sebesar nilai tercatat.84 Pembiayaan mudharabah pada PT. 

BPRS Metro Madani disajikan di dalam laporan keuangan neraca, 

sebagai Pemilik dana PT. BPRS Metro menyajikan pembiayaan 
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mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.85 Cara 

penyajian investasi mudharabah di PT. BPRS Metro Madani sudah 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 

paragraf 36. 

3. Pengungkapan 

Ketentuan pengungkapan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 105 Paragraph 38: Pemilik dana mengungkapkan 

hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada: 

a) Isi kespakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, 

pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. 

b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasrakan jenisnya. 

c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; 

dan pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 101: Penyajian Laporan Keuangan 

Syariah.86 

PT. BPRS Metro Madani mengungkapkan hal-hal yang terkait 

dengan transaksi pembiayaan mudharabah, namun hal-hal tersebut di 

ungkapkan dalam akad (Perjanjian).87 PT. BPRS Metro Madani sudah 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 

antara lain: isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, 

                                                             
85 Wawancara dengan DT Accounting PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 18 Januari 

2019 
86 Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar., h.7 
87 Wawancara dengan DT Accounting PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 18 Januari 

2019 



 
 

pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain, 

rincian jumlah investasi mudharabah berdasrkan jenisnya, cadangan 

untuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan 

pengungkapan lain yang diperlukan. 

4. Tabel 4.5: Analisis kesesuaian transaksi dalam pembiayaan 

mudharabah di PT. BPRS Metro madani dengan PSAK 105. 

 

Perlakuan 

Akuntansi 

Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 105 

Penerapan di PT.BPRS 

Metro madani 

Keterangan 

Pengakuan 

dan 

Pengukuran 

 

 

 

 

 

Paragraph 12: 

Dana mudharabah 

yang disalurkan oleh 

pemilik dana diakui 

sebagai investasi 

mudharabah pada saat 

pembayaran kas atau 

penyerahan aset non 

kas 

 

Dana mudharabah yang 

disalurkan oleh 

PT.BPRS Metro 

Madani kepada BMT X 

sebagai pengelola dana 

diakui sebagai 

pembiayaan 

mudharabah pada saat 

pembayaran  

kas. 

 

Telah 

sesuai 

dengan 

Pernyataan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

(PSAK) 

105 

 Paragraph 16: 

Usaha mudharabah 

dianggap mulai 

berjalan sejak dana 

atau modal usaha 

mudharabah diterima 

oleh pengelola dana. 

 

Perlakuan transaksi di 

PT.BPRS Metro 

Madani Madani  

dimulai pada saat 

mencairkan dana 

pembiayaan 

mudharabah ke 

rekening BMT X. 

 

Telah 

sesuai 

dengan 

Pernyataan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

(PSAK) 

105 

 

 

paragraf 9:  

pengembalian dana 

mudharabah dapat 

dilakukan secara 

bersamaan dengan 

distribusi bagi hasil 

atau secara total pada 

saat akad mudharabah 

diakhiri. 

 

 

PT. BPRS Metro 

Madani menetapkan 

ketentuan kepada 

nasabah untuk 

pembayaran angsuran 

mudharabah dilakukan 

bersamaan dengan 

pembayaran bagi hasil. 

Telah 

sesuai 

dengan 

Pernyataan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

(PSAK) 

105 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paragraf 10:  

Jika dari pengelolaan 

dana mudharabah 

menghasilkan 

keuntungan, maka 

porsi jumlah bagi hasil 

untuk pemilik dana dan 

pengelola dana 

ditentukan berdasarkan 

nisbah yang disepakati 

dari hasil usaha yang 

diperoleh selama 

periode akad. Jika dari 

pengelolaan dana 

mudharabah 

menimbulkan 

kerugian, maka 

kerugian finansial 

menjadi tanggungan 

pemilik dana. 

 

 

 

 

PT. BPRS Metro 

Madani mengakui 

pendapatan nisbah yang 

disepakati yaitu sesuai 

yang telah ditentukan di 

awal akad 

menggunakan 

penentuan flat atau 

penentuan nominal 

pasti di awal akad. Jika 

dari pengelola dana 

mengalami kerugian, 

maka kerugian financial 

menjadi tanggungan 

pengelola dana karena 

seberapa banyak 

keuntungan dan 

kerugian yang diperoleh 

nasabah maka nisbah 

bagi hasil yang diterima 

PT.BPRS Metro 

Madani sebesar 

nominal yang telah 

disepakati di awal akad 

 

Belum 

sesuai 

dengan 

Pernyataan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

(PSAK) 

105 

 

 

paragraf 13: investasi 

mudharabah dalam 

bentuk kas diukur 

sebesar jumlah yang 

dibayarkan. 

Pada PT.BPRS Metro 

Madani investasi 

mudharabah diukur 

sebesar jumlah nilai 

yang disalurkan. 

 

Telah 

sesuai 

dengan 

Pernyataan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

(PSAK) 

105 

 paragraf 14:  

Jika nilai investasi 

mudharabah turun 

sebelum usaha dimulai 

disebabkan rusak, 

hilang atau factor lain 

yang bukan kelalaian 

atau kesalahan pihak 

pengelola dana, maka 

penurunan tersebut 

diakui sebagai 

kerugian dan 

PT.BPRS Metro 

Madani menerapkan 

ketentuan kepada 

nasabah jika nilai 

pembiayaan 

mudharabah turun 

sebelum usaha dimulai 

disebabkan hilang atau 

faktor lain yang bukan 

kelalaian atau kesalahan 

pihak pengelola dana, 

maka penurunan nilai 

Telah 

sesuai 

dengan 

Pernyataan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

(PSAK) 

105 



 
 

mengurangi saldo 

investasi mudharabah. 

tersebut diakui sebagai 

kerugian dan 

mengurangi saldo 

pembiayaan 

mudhrabah. Disertai 

dengan pembentukan 

cadangan PPAP. 

 

Penyajian 

 

Paragraph 36: 

Pemilik dana 

menyajikan investasi 

mudharabah dalam 

laporam keuangan 

sebesar nilai tercatat. 

PT.BPRS Metro 

Madani sebagai pemilik 

dana menyajikan 

pembiayaan 

mudharabah dalam 

pelaporan keuangan 

sebesar nilai tercatat. 

 

Telah 

sesuai 

dengan 

Pernyataan 

Standar 

Akuntansi 

Keuangan 

(PSAK) 

105 

 

Pengungkapan  Paragraph 38: 

Pemilik dana 

mengungkapkan hal-

hal terkait transaksi 

mudharabah, tidak 

terbatas pada: 

kespakatan utama 

usaha mudharabah 

seperti porsi dana, 

pembagian hasil usaha, 

aktivitas usaha 

mudharabah, dan lain-

lain, rincian jumlah 

investasi mudharabah 

berdasrakan jenisnya, 

penyisihan kerugian 

investasi 

mudharabahperiode 

berjalan: 

pengungkapan sesuai 

PSAK 101: Penyajian 

Laporan Keuangan 

Syariah. 

PT. BPRS Metro 

Madani 

mengungkapkan hal-hal 

yang terkait dengan 

transaksi pembiayaan 

mudharabah, namun 

hal-hal tersebut di 

ungkapkan dalam akad 

(Perjanjian). PT. BPRS 

Metro Madani sudah 

sesuai dengan PSAK 

105 antara lain: isi 

kesepakatan utama 

usaha mudharabah, 

seperti porsi dana, 

pembagian hasil usaha, 

aktivitas usaha 

mudharabah, dan lain-

lain, rincian jumlah 

investasi mudharabah 

berdasrkan jenisnya, 

cadangan untuk 

Penyisihan 

Penghapusan Aktiva 

Produktif (PPAP)  

 

 

 



 
 

Dari tabel analisis kesesuaian transaksi pembiayaan mudharabah 

diatas, telah terlihat bahwa PT.BPRS Metro Madani rata-rata telah mampu 

menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada 

produk pembiayaan mudharabah mulai dari proses pencatatan, pengukuran, 

pencairan dana, penyajian dan pelaporan hingga selesai termasuk jika terjadi 

NPF (Nett Performing Financial) atau pembiayaan bermasalah. Namun 

masih tedapat transaksi yang belum sesuai dengan peraturan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yaitu pada pengakuan kerugian, 

pada PT.BPRS Metro Madani jika dari pengelola dana mengalami kerugian, 

maka kerugian financial menjadi tanggungan pengelola dana karena seberapa 

banyak keuntungan dan kerugian yang diperoleh nasabah maka nisbah bagi 

hasil yang diterima PT.BPRS Metro Madani sebesar nominal yang telah 

disepakati di awal akad. 

Sedangkan dalam teori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 105 paragraf 10: Jika dari pengelolaan dana mudharabah 

menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana 

dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil 

usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana 

mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi 

tanggungan pemilik dana. 

Dana mudharabah yang disalurkan oleh PT. BPRS Metro Madani 

kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat 



 
 

pembayaran kas. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 12. 

Perlakuan pencatatan transaksi di PT.BPRS Metro Madani Madani  

dimulai pada saat mencairkan dana pembiayaan mudharabah ke rekening 

nasabah. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 105 paragraf 16. 

PT. BPRS Metro Madani menetapkan ketentuan kepada nasabah 

untuk pembayaran angsuran mudharabah dilakukan bersamaan dengan 

pembayaran bagi hasil. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 9.  

Dalam hal pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap bulan 

bersamaan dengan pembayaran pokok atau secara total pada saat akad 

mudharabah diakhiri. Jika nasabah terlambat membayar bagi hasil atau 

angsuran pokok PT. BPRS Metro Madani tidak menerapkan denda kepada 

nasabah, namun PT. BPRS Metro Madani akan menggolongkan nasabah 

yang terlambat membayar bagi hasil dan angsuran pokok kedalam 

kolektabilitas tidak lancar, kolektabilitas diragukan, dan kolektabilitas macet 

hingga berahir dengan penjualan barang jaminan untuk pelunasan 

pembiayaan mudharabah.  

Apabila dilakukan pelunasan oleh nasabah sebelum jatuh tempo 

maka diberlakukan potongan untuk besaran bagi hasil atau diskon bagi hasil. 

Penerapan potongan biasanya ditentukan oleh direksi diantara kisaran 0-90%. 



 
 

PT. BPRS Metro Madani dalam pengukuran pembiayaan 

mudharabah diukur sebesar jumlah nilai yang disalurkan. Maka dapat 

dipahami PT. BPRS Metro Madani melakukan perlakuan akuntansi telah 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 

13. 

PT. BPRS Metro Madani melakukan pencatatan ngakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan menggunakan acuan pencatatan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada pembiayaan 

mudharabah. Setiap 6 bulan PT. BPRS Metro Madani dilakukan pengawasan 

pengauditan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), ketika terdapat pencatatan 

yang tidak sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 105 maka konsekuensi yang akan diterima oleh PT. BPRS Metro 

Madani yaitu PT. BPRS Metro Madani akan diminta untuk memperbaikinya 

terlebih dahulu, apabila tidak diperbaiki maka akan mendapatkan sanksi 

administratif dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sanksi administratif yang 

diberikan kepada pihak jasa keuangan apabila melakukan pencatatan 

pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 berupa sanksi teguran tertulis atau 

peringatan tertulis dan sanksi paling berat yaitu akan dinon job kan. 

Dalam mengatasi terjadinya tangkap tangan oleh audit agar PT. 

BPRS Metro Madani tidak mendapat sanksi dari OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) maka PT. BPRS Metro Madani melakukan perbaikan ulang dalam 

laporan keuangannya. 



 
 

Pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Metro Madani disajikan di 

dalam laporan keuangan neraca, sebagai Pemilik dana PT. BPRS Metro 

menyajikan pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai 

tercatat. Cara penyajian investasi mudharabah di PT. BPRS Metro Madani 

sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 

105 paragraf 36. 

PT. BPRS Metro Madani mengungkapkan hal-hal yang terkait 

dengan transaksi pembiayaan mudharabah, namun hal-hal tersebut di 

ungkapkan dalam akad (Perjanjian). PT. BPRS Metro Madani sudah sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 antara lain: isi 

kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil 

usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain, rincian jumlah investasi 

mudharabah berdasrkan jenisnya, cadangan untuk Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif (PPAP) dan pengungkapan lain yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada PT.BPRS 

Metro Madani disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah menurut 

PT.BPRS Metro Madani yaitu salah satu bentuk akad  kerjasama yang 

dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pihak pemilik modal (sahibul mal) dan 

pihak yang melakukan usaha atau yang menjalankan modal (mudarib) dengan 

pendapatan keuntungan dibagi dua sesuai persentase atau jumlah yang sesuai 

dengan kesepakatan bersama.  

Dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan 

pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh PT.BPRS Metro Madani rata-

rata telah sesuai dengan PSAK 105. Terdapat transaksi yang belum sesuai 

dengan PSAK 105 yaitu pada saat terjadi kerugian, maka kerugian financial 

menjadi tanggungan pengelola dana karena seberapa banyak keuntungan dan 

kerugian yang diperoleh nasabah maka nisbah bagi hasil yang diterima 

PT.BPRS Metro Madani sebesar nominal yang telah disepakati di awal akad. 

Sementara dilihat dari teori PSAK 105 paragraf 10: Jika dari pengelolaan 

dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi 

tanggungan pemilik dana. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran sebagai 

uraian terakhir dari penelitian ini yaitu: 



 
 

1. Karena PT.BPRS Metro Madani telah menerapkan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku yaitu PSAK 105 atas pembiayaan mudharabah 

peneliti meyarankan agar PT.BPRS Metro Madani dapat secara konsisten 

menerapkannya guna membentuk sistem lembaga keuangan yang bener-

benar berbasis syariah. 

2. Perlu diadakan evaluasi kembali oleh peneliti selanjutnya mengenai 

penerapan PSAK Syariah di PT.BPRS Metro Madani dengan meneliti 

produk-produk perbankan syariah lainya. 
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